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Abstract

This brief paper attempted to provide critical analysis on focusing small enterprise development as a primary strategy in economic development. Research in Taiwan, which employed survival technique method, proved that small and medium enterprises (with the number of workers ranged from 20 to 99) were indeed the most efficient business. However, it does not necessarily mean that Taiwan’s strategy could be adopted in Indonesia.  The main problem in Indonesia’s context was the unfair business environment, which made most of the small and medium enterprises in Indonesia could not develop naturally. Moreover, research in determining small and medium enterprises efficiency level must be conducted longitudinal and covered different time frame.  

Pengantar

Usaha kecil-menengah (UKM) di Indonesia cenderung dilihat secara emosional, bukan rasional.  Dulu, ketika perekonomian sedang bagus-bagusnya, tak banyak orang mau melirik usaha ini.  Kebijakan pemerintah yang bias usaha besar pun tak banyak menjadi sasaran kajian kritis.  Situasi ini berubah total ketika terjadi krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an.  Kesadaran bahwa landasan perekonomian yang dibangun dengan konglomerasi (seperti yang juga diterapkan Korea Selatan) ternyata sangat rapuh membuat orang berpaling ke UKM. 

Topik pembicaraan pun berubah.  Semua orang berbicara tentang UKM.  Semua orang berbicara tentang pentingnya UKM.  Tak sedikit yang mengusulkan agar strategi pembangunan ekonomi diubah, dari yang berpihak ke usaha besar menjadi yang berpihak kepada UKM.  Tak sedikit pula yang mengusulkan agar pemerintah mewujudkannya dalam bentuk berbagai kemudahan dan fasilitas bagi UKM, sebagaimana dulu (sampai sekarang?) pemerintah memberikannya kepada para konglomerat.

Tulisan ringkas ini ingin melihat secara kritis kemungkinan meletakkan UKM sebagai landasan kebijakan pembangunan ekonomi.  Sebagai perbandingan, dipakai kasus Taiwan, sebuah negara yang dikenal sukses membangun ekonominya dengan basis UKM.

Efisiensi dan Daya Saing Usaha Kecil

Kelayakan UKM sebagai sebuah strategi pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh efisiensi yang dapat dicapainya.  Oleh karena itu, pengukuran efisiensi usaha kecil (dan untuk selanjutnya dibandingkan dengan efisiensi usaha besar) merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan.  

Persoalannya adalah bagaimana cara mengukur efisiensi usaha kecil secara sederhana.  Schive dan Hu (1998) mengadaptasi teknik yang digunakan oleh Stigler
 (1968) yang dikenal dengan nama “teknik survival”.  Dengan teknik ini, perusahaan-perusahaan dalam industri dikelompokkan menurut skala usaha.  Kemudian dilakukan pengukuran output dan pangsa (share) output untuk setiap kelompok perusahaan (menurut skala) dalam jangka waktu tertentu.  Jika pangsa output dalam suatu kelompok tertentu menurun, berarti mereka tidak efisien.  Semakin tidak efisien, semakin cepat penurunannya.

Secara khusus, Hu dan Schive (1998) meneliti tentang kecenderungan daya saing UKM sektor industri di Taiwan dengan menggunakan teknik tersebut.  Dua temuan penting studi tersebut adalah:

· Sejak 1970-an, UKM di Taiwan secara konsisten memiliki daya saing yang tinggi (antarwaktu).

· Usaha menengah (dengan tenaga kerja antara 10-99 orang) memiliki kinerja sangat baik selama periode 1985-1991, sementara peranan usaha kecil dan mikro (jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang) semakin berkurang.

Karena daya saing bisa dicerminkan melalui harga atau biaya, dan jumlah tenaga kerja mencerminkan skala usaha, maka hasil studi tersebut dapat digambarkan dalam sebuah “kurva amplop” (envelope curve) yang sebenarnya merupakan kurva biaya rata-rata (average cost) jangka panjang sebagaimana ditunjukkan pada Gambar-1.

Gambar-1 menunjukkan bahwa skala ekonomis dicapai tidak pada suatu titik tertentu, melainkan pada suatu rentang yang mencerminkan karakteristik usaha kecil-menengah (tenaga kerja antara 10 hingga 99).  Dengan kata lain, untuk kasus Taiwan, secara alamiah UKM menunjukkan dirinya sebagai unit usaha yang paling efisien dibandingkan unit usaha pada skala lain.  Pertanyaan yang segera muncul adalah: Bagaimana dengan kasus Indonesia?

Gambar-1. Kecenderungan Biaya Rata-rata Menurut Skala Usaha







Sumber: Divisualisasikan dari Hu dan Schive (1998)

Metode tersebut juga diadopsi oleh Tambunan (2002) untuk melihat pergeseran peranan UKM dan usaha besar selama periode 1996-2000.  Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Gambar-2.

Gambar-2 menunjukkan bahwa selama periode 1996-2000, pangsa output usaha besar (UB) terus menurun sedangkan pangsa output usaha kecil (UK) terus meningkat.  Sesuai dengan prinsip survival, hal itu menunjukkan bahwa pada periode tersebut UK lebih efisien dibandingkan dengan UB.  Bertolak dari fakta inilah Tambunan (2002) mengusulkan sebuah strategi industrialisasi yang berbasis usaha kecil menengah.  Terlihat bahwa baik metode maupun kesimpulan yang ditarik sama persis dengan kasus Taiwan yang disampaikan oleh Hu dan Schive (1998).  

Persoalannya adalah Tambunan (2002) melakukan pengamatan pada periode 1996-2000 sementara perlu diingat bahwa rentang waktu 1996-2000 merupakan periode krisis ekonomi di Indonesia
.  “Rumus umum” dalam situasi krisis ekonomi adalah: perusahaan yang banyak memakai modal luar (apalagi dalam bentuk valuta asing) dan banyak memakai input impor akan mengalami dampak negatif dari terjadinya depresiasi rupiah yang menjadi indikasi awal krisis ekonomi.  Tidak mengherankan jika usaha besar merupakan skala usaha yang paling terpukul oleh krisis moneter.

Dengan kata lain, pernyataan bahwa di Indonesia usaha kecil lebih efisien dibandingkan usaha besar belum teruji secara absah.  Untuk pengujian tersebut diperlukan rentang waktu yang cukup panjang guna mengeliminasi perubahan-perubahan kondisi akibat situasi khusus seperti krisis ekonomi tersebut di atas.

Gambar-2. Perkembangan Market Share Menurut Skala Usaha 
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Sumber: Tambunan (2002)

Untuk sementara, indikasi perbandingan efisiensi antara UKM dengan usaha besar dapat dilihat dari perkembangan komposisi unit usaha menurut skala usaha.   Tabel-1 menunjukkan hal itu pada rentang waktu 1986-1996, khusus untuk industri manufaktur.  Karena rentang waktu tersebut adalah sebelum terjadinya krisis ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan kondisi “normal.”

Terlihat dalam Tabel-1 bahwa persentase unit usaha skala mikro (tenaga kerja kurang dari 5) menurun.  Pada saat yang sama, proporsi usaha kecil (tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19) meningkat cukup signifikan (dari 6,4% menjadi 8,3%), sedangkan proporsi usaha besar tetap 0,2%.  Fakta tersebut mengindikasikan bahwa unit usaha kecil dan menengah, khususnya usaha kecil, memiliki tingkat efisiensi yang paling baik sehingga memiliki tingkat survival tertinggi dibandingkan dengan skala usaha yang lain.

Tabel-1. Komposisi Unit Usaha Menurut Skala Usaha dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 1986-1996

	Skala Usaha
	1986
	1996

	
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	1. Industri Rumah Tangga (TK < 5)
	1.422.593
	92,7
	2.501.569
	90,7

	2. Industri Kecil (TK 5-19)
	98.129
	6,4
	228.978
	8,3

	3. Industri Menengah (TK 20-99)
	10.008
	0,7
	22.284
	0,8

	4. Industri Besar (TK >99)
	2.894
	0,2
	6.509
	0,2

	TOTAL
	1.533.624
	100,0
	2.759.340
	100,0


Sumber: BPS (1987) dan BPS (1998)

Meskipun sudah dilihat dalam kerangka waktu yang cukup panjang (1986-1996) dan berada di luar kondisi krisis ekonomi, fakta di atas tetap mengundang pertanyaan karena adanya distorsi pasar.  Dalam kurun waktu yang panjang, pemerintah melakukan distorsi pasar melalui kebijakan subsidi, proteksi, kurs yang overvalue,  adanya “biaya siluman,” dan sebagainya.  Distorsi tersebut menyebabkan apa yang teramati secara empiris di pasar belum tentu menunjukkan kondisi yang “sebenarnya.”  Akan tetapi, dengan pemikiran bahwa distorsi yang selama ini terjadi telah sangat menguntungkan usaha besar
, maka analisis di atas akan mengarah pada kesimpulan bahwa jika pasar lebih kompetitif (distorsi yang terjadi sangat kecil), maka tingkat efisiensi UKM akan lebih baik lagi.
Penting untuk dicatat bahwa Tabel-1 tidak menunjukkan indikasi penurunan daya saing usaha besar (ditunjukkan oleh proporsi konstan dalam komposisi unit usaha).  Jadi, peningkatan daya saing UKM selama periode 1986-1996 tidak menyebabkan penurunan daya saing usaha besar.  Hal ini merupakan petunjuk bahwa usaha besar dan usaha kecil tidaklah berkompetisi, atau dengan kata lain masing-masing memiliki pasar tersendiri.

Dalam beberapa kasus, usaha kecil dan usaha besar mampu hidup bersama dalam satu hubungan bisnis yang saling menguntungkan.  Tabel-2 menunjukkan fenomena tersebut yang merupakan kasus Taiwan.  Terlihat jelas bahwa UKM sangat berperan dalam membangun kokohnya industri elektronik skala besar di sana.  Bahkan, UKM milik orang Taiwan yang ada di luar negeri masih bisa ikut berperan dalam pengadaan barang bagi industri besar di Taiwan.

Tabel-2. Pola Pengadaan Barang (Procurement) Perusahaan Besar di Taiwan (%)

	Perusahaan
	Pembelian domestik dari
	Pembelian internasional dari

	
	UKM
	Lainnya
	UKM Taiwan di LN
	Lainnya

	Tatung
	45
	55
	12
	88

	Acer
	52
	48
	10
	90

	Phillips (Taiwan)
	30
	70
	8
	92

	Motorola (Taiwan)
	20
	80
	1
	99


Sumber: Schive (1999)

Usaha Kecil Sebagai Strategi

Banyak pihak yang berpendapat bahwa inovasi hanya bisa muncul dari kalangan usaha besar.  Skala produksi yang besar memungkinkan mereka untuk mengembangkan divisi penelitian dan pengembangan, membeli peralatan canggih, dan merekrut tenaga spesialis guna mendorong inovasi dan kemajuan teknologi (Schive, 1998).  Perusahaan besar juga sering kali mampu melakukan average out risiko kegagalan untuk meminimalkan risiko kegagalan secara keseluruhan.

Akan tetapi, skala besar juga memiliki kelemahan.  Jumlah staf yang besar menyebabkan sering terjadi persoalan komunikasi yang berimplikasi pada lambatnya proses pengambilan keputusan, dan pada gilirannya memperlambat proses inovasi.  Hasil studi terhadap 70 penemuan penting menunjukkan  bahwa hanya sepertiga dari penemuan tersebut yang berasal dari lembaga penelitian industri, sementara lebih dari setengahnya berasal dari lembaga penelitian non-formal dalam perusahaan (artinya: bukan merupakan divisi khusus) atau dari lingkungan akademis (Schive, 1998).  Hal itu menunjukkan bahwa klaim bahwa hanya usaha besar yang berpeluang melakukan inovasi tidak didukung oleh kenyataan di lapangan.

Inovasi, termasuk di dalamnya adaptasi terhadap perkembangan pasar mutakhir, terjadi karena suatu perusahaan tidak ingin kalah bersaing dengan perusahaan lain.  Inovasi membutuhkan iklim persaingan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang sehingga inovasi hanya akan terjadi pada suatu sektor atau industri yang jumlah pelaku pasarnya banyak.  Dengan logika seperti ini, dorongan untuk melakukan inovasi justru akan lebih banyak muncul di lingkungan UKM dibandingkan di usaha besar. 

Di sisi lain, UKM dianggap identik dengan kualitas SDM yang rendah, teknologi yang tertinggal, kualitas produk yang rendah, kurang perencanaan, dsb.  Bahkan, UKM di Taiwan pun menghadapi persoalan yang kurang lebih sama (Yin, 1954 dalam Hu dan Schive, 1998).  Akan tetapi, Hu dan Schive (1998) menyanggah bahwa hal itu merupakan persoalan bagi UKM.  Persoalan kualitas produk, misalnya, harus dilihat secara proporsional dengan harga produk UKM yang biasanya jauh lebih murah.  Kenyataan bahwa industri kecil-menengah memang ada menunjukkan bahwa UKM merupakan unit usaha yang efisien dan oleh karenanya daya saingnya terhadap usaha besar makin lama makin tinggi, apa pun masalah yang dihadapi oleh UKM.

Persoalannya adalah bagaimana menciptakan situasi yang dapat memberi kebebasan kepada semua pelaku usaha untuk mengakses berbagai sumber informasi pasar, dan khususnya teknologi.  Hu dan Schive (1998) menyampaikan beberapa kunci dalam perkembangan daya saing UKM di Taiwan, yaitu:

· kompetisi yang sehat (sesuai dengan prinsip survival)

· respons yang cepat terhadap sinyal pasar 

· kebijakan industri yang tidak anti-UKM

· lingkungan ekonomi makro yang stabil yang dipadukan dengan kebijakan pasar terbuka dengan entry barrier dan biaya transaksi yang rendah.

Di Indonesia, UKM masih dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang bersifat internal (terkait dengan pengelolaan perusahaan) maupun yang bersifat eksternal (terkait dengan lingkungan usaha).  ISEI-KADIN-The Asia Foundation (1998) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM berdasarkan laporan dari UKM sendiri.  Permasalahan yang dimaksud meliputi berbagai bidang, seperti: (1) manajemen, (2) permodalan, (3) teknologi, (4) bahan baku, (5) pemasaran, (6) infrastruktur, (7) birokrasi dan pungutan, serta (8) kemitraan.  

Menarik untuk dilihat bahwa birokrasi lebih dianggap sebagai persoalan ketimbang sebagai pendukung perkembangan usaha kecil.  Meskipun pernyataan seperti itu secara eksplisit pasti ditolak oleh kalangan pemerintah, indikasi praktik di lapangan menunjukkan bahwa semangat “anti-UKM” lebih menonjol daripada dukungan yang diberikan.  

Selain itu, kemitraan dipandang lebih banyak menawarkan aspek negatif bagi perkembangan UKM.  Bahkan dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa usaha besar lebih dirasakan sebagai “parasit” dibandingkan dengan fungsinya sebagai mitra bagi usaha kecil.

Paparan di atas kurang lebih menyiratkan jawaban atas pertanyaan mengapa perkembangan UKM di Indonesia berbeda dengan UKM di Taiwan.  Jawabannya ternyata bukan terletak pada kualitas SDM yang rendah, kurangnya teknologi, lemahnya pemasaran, dsb.  Karena kalau itu persoalannya, UKM di Taiwan pun tidak akan berkembang dengan baik karena menghadapi persoalan yang sama.  Jawabannya adalah: Iklim usaha yang berbeda! 

Iklim usaha di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi persyaratan perkembangan yang optimal bagi UKM seperti yang disampaikan oleh Schive (persaingan yang sehat, kebijakan yang tidak anti-UKM, ekonomi makro yang stabil, pasar terbuka dengan barrier to entry dan transaction cost yang rendah).  Jika syarat itu dipenuhi, barulah UKM dapat menunjukkan jati dirinya sebagai unit usaha yang efisien, paling tidak sama efisiennya dengan unit usaha skala besar.

Persoalan iklim usaha yang bersifat struktural itulah yang membuat persoalan internal UKM di Indonesia tak kunjung terpecahkan.  Kenyataan bahwa sekitar 90 persen UKM di Indonesia masih berstatus informal (tidak berbadan hukum) merupakan salah satu indikasi dari rumit dan mahalnya prosedur perizinan usaha di Indonesia
. 

Pada gilirannya, UKM di Indonesia hanya mampu menghasilkan return yang rendah dan membayar buruhnya dengan upah yang kurang layak.  Tabel-3 menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2001 keseluruhan unit usaha tidak berbadan hukum (yang merupakan bagian terbesar dari UKM di Indonesia) hanya mampu memberikan upah sekitar Rp 340.000,00 perbulan. Sebagai perbandingan, upah minimum rata-rata di Indonesia tahun 2003 adalah sekitar Rp 430 ribu perbulan (Depnaker RI, 2003).

Hal itu mengindikasikan bahwa tidak semua UKM dibangun atas dasar sebuah kesadaran bahwa unit usaha skala tersebut merupakan pilihan terbaik dari sisi rasionalitas ekonomi.  Tidak sedikit UKM yang muncul sebagai “the second best solution” karena orang tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.  Hal ini beranalogi dengan situasi yang juga terjadi pada buruh: bekerja pada unit usaha kecil merupakan solusi karena tidak mendapatkan pekerjaan lain.  Tidak tertutup kemungkinan, maraknya pertumbuhan usaha mikro (dan informal) merupakan konsekuensi dari lesunya pertumbuhan sektor formal.

Meskipun demikian, kenyataan bahwa UKM menjadi “second best solution” merupakan sesuatu yang alamiah dan tidak perlu dijadikan masalah besar.  Masalah terbesar terletak pada kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan UKM, baik sebagai pengusaha maupun sebagai buruh.  Itu yang akan menjadi tantangan besar jika UKM hendak dijadikan basis kebijakan ekonomi di Indonesia.

Kesimpulan

Menggunakan (investasi) usaha kecil sebagai basis strategi pembangunan ekonomi bisa dilakukan, tetapi upaya itu benar-benar harus didasarkan pada penilaian yang obyektif atas kinerjanya.  Satu-satunya alasan untuk melakukannya adalah jika bisa dibuktikan bahwa UKM memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik (atau paling tidak, sama baik) dengan unit usaha lain (khususnya, skala besar).

Penilaian atas kinerja UKM dalam rangka penyusunan strategi pembangunan ekonomi berbasis UKM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan fenomena yang terjadi pada masa krisis ekonomi.  Pengamatan harus dilakukan dalam jangka lebih panjang guna mendapatkan informasi yang absah tentang daya saing (efisiensi) UKM, khususnya jika dibandingkan dengan usaha besar.

Pengamatan sementara terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa UKM maupun usaha besar mampu tampil sebagai unit usaha yang efisien.  Hal ini senada dengan sinyalemen Schive (1998) bahwa “small is  beautiful, but large is not necessarily less beautiful.”  Artinya, dari sisi efisiensi, UKM bukan merupakan antitesis bagi usaha besar.  Dalam kondisi demikian, strategi mendorong investasi UKM tidak boleh dilakukan dengan semangat “anti besar.”  Yang penting dilakukan adalah membangun iklim persaingan dan iklim usaha secara umum yang kondusif, yang berarti memungkinkan semua unit usaha pada berbagai skala usaha untuk bersaing secara wajar.  Jika hal ini dilakukan, secara alamiah UKM akan muncul sebagai pelaku ekonomi yang dominan dan berdaya saing tinggi.  Pada gilirannya, return UKM diharapkan akan meningkat sehingga mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerjanya.
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Tabel 3. Banyaknya Pekerja Dibayar dan Balas Jasa yang Diterima pada Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Pekerja, Tahun 2001

	Lapangan Usaha
	Jumlah Pekerja Dibayar
	Jumlah Balas Jasa (000 Rp)
	Rata-rata Balas Jasa per Bulan (Rp)

	
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	1.Pertambangan rakyat & Penggalian listrik non PLN & Konstruksi
	225.933
	2.599
	228.532
	1.345.704.755
	10.208.832
	1.355.913.587
	496.351
	327.332
	494.429

	2.
Industri kecil & kerajinan rumah tangga
	1.338.009
	585.538
	1.923.547
	5.729.613.139
	1.418.041.431
	7.147.654.570
	356.849
	201.815
	309.656

	a.
Tenaga kerja 1-4
	500.621
	105.257
	605.878
	2.131.804.983
	204.098.003
	2.335.902l.986
	354.860
	161.587
	321.283

	b.
Tenaga Kerja 5-19
	837.388
	480.281
	1.317.669
	3.597.808.156
	1.213.943.428
	4.811.751.584
	358.039
	210.631
	304.310

	3.
Perdagangan besar, eceran, & rumah makan, serta jasa akomodasi
	1.475.922
	738.687
	2.214.609
	6.242.792.264
	2.732.514.556
	8.975.306.820
	352.480
	308.263
	337.731

	4.
Angkutan & Komunikasi
	351.120
	23.727
	374.847
	1.885.047.747
	65.929.612
	1.950.977.359
	447.389
	231.556
	433.727

	5.
Lembaga keuangan, real estat, usaha persewaan, & jasa-jasa
	590.940
	220.720
	811.660
	2.635.102.691
	712.922.054
	3.348.024.745
	371.598
	269.165
	343.743

	Jumlah
	3.981.924
	1.571.271
	5.553.195
	17.838.260.596
	4.939.616.485
	22.777.877.081
	373.317
	261.165
	341.813


Sumber: BPS (2002)
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� 	Eksekutif  Pusat Kajian Kebijakan Publik “AKADEMIKA”





� George J.Stigler merupakan pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1985.


� Tepatnya, krrisis ekonomi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1997.


� Antara lain lihat Tambunan (2002)


� Sebagai referensi, antara lain lihat Priyono, Perwira dan Hendratno (2002).
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